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KPPU PENUHI UNDANGAN PRESIDEN RI TERKAIT  

UPAYA PENINGKATAN IKLIM PERSAINGAN USAHA NASIONAL 

 

 

Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memenuhi undangan Presiden 

Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk berdiskusi terkait kinerja persaingan usaha dan upaya 

peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia, hari ini di Istana Merdeka Jakarta. 

Dalam pertemuan tersebut, KPPU diwakilkan oleh Ketua KPPU Kodrat Wibowo, Wakil Ketua KPPU 

Guntur S. Saragih serta beberapa Anggota KPPU, yakni M. Afif Hasbullah, Kurnia Toha, dan Yudi 

Hidayat. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Pratikno, dan 

Staf Khusus Presiden, Arif Budimanta dalam menerima pimpinan KPPU tersebut 

 

Dalam pertemuan, KPPU mengutarakan berbagai capaian yang dihasilkan selama tahun 

2020 dalam menjalankan amanat undang-undang sekaligus dalam mendukung program Perintah 

guna peningkatan iklim daya saing dan investasi nasional. Presiden Jokowi menyambut baik 

kinerja KPPU tersebut, terutama berbagai saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU 

kepada Pemerintah dan akan ditindaklanjuti dengan Kementerian terkait.  

 

Presiden Jokowi secara khusus meminta agar KPPU meningkatkan perannya dalam 

pertumbuhan iklim persaingan usaha di Indonesia, khususnya guna berkontribusi dalam upaya 

peningkatan indeks daya saing nasional yang mengalami penurunan di masa pandemi. Untuk itu 

Presiden Jokowi meminta KPPU agar memberikan masukan kepada Pemerintah dalam upaya 

tersebut. Sebagai informasi, KPPU sebelumnya menyampaikan ke publik bahwa tingkat 

persaingan usaha nasional, yang dijelaskan melalui Indeks Persaingan Usaha (IPU), menunjukkan 

penurunan dari sebesar 4.72 pada tahun 2019 menjadi 4.65 pada tahun 2020. Di lain sisi, laporan 

IMD World Competitiveness Ranking 2020 juga menujukkan bahwa peringkat daya saing 

Indonesia turun 8 peringkat dari peringkat 32 menjadi 40 dari 63 negara.  

 

Selain penyampaian laporan kinerja tersebut, pimpinan KPPU juga mengutarakan 

permohonannya agar Presiden Jokowi dapat menyelesaikan permasalahan status kepegawaian 

di sekretariat KPPU. Hal ini ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU ke 

depan, khususnya dalam meningkatkan indeks persaingan usaha nasional dan efektifitas 

pengawasan pelaksanaan kemitraan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) nasional.  

 

 

 

### 
 



Informasi Bagi Jurnalis: 
 

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah M. Afif Hasbullah, Anggota KPPU. 
 

2. Siaran Pers ini disampaikan pada 15 April 2021 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja 
Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk klarifikasi atas substansi 
Siaran Pers atau pertanyaan teknis lanjutan dapat dilakukan melalui surat elektronik di 
infokom@kppu.go.id atau telepon di 021-3507015.  

 
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman 

https://kppu.go.id/siaran-pers/. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU 
di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima 
kasih. 
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